
MENTERIDALAMNEGERI

REPUBLIKINDONESIA

PERATURANMENTERIDALAMNEGERIREPUBLIKINDONESIA

NOMOR66TAHUN2017

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANMENTERIDALAMNEGERI

NOMOR82TAHUN2015TENTANG

PENGANGKATANDANPEMBERHENTIANKEPALADESA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA,

MENTERIDALAMNEGERIREPUBLIKINDONESIA,

Menimbang :a. bahwaketentuandalam PeraturanMenteriDalam NegeriNomor

82Tahun2015tentangPengangkatandanPemberhentianKepala

Desamasihterdapatkekurangandanbelum dapatmenampung

perkembangankebutuhanyangterjadidalam pengangkatandan

pemberhentiankepalaDesa;

b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalam

hurufa,perlu menetapkan Peraturan MenteriDalam Negeri

tentangPerubahanatasPeraturanMenteriNomor82Tahun2015

tentangPengangkatandanPemberhentianKepalaDesa;

Mengingat :1.Undang-UndangNomor1Tahun1946tentangPeraturanHukum

Pidana;

2.Undang-UndangNomor39Tahun2008tentangKementerian

Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor

166,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor

4916);

3.Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor7,Tambahan
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LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5495);

4.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentangPeraturan

PelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor123,

TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5539)

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor

47Tahun2015tentangPerubahanatasPeraturanPemerintah

Nomor43Tahun2014tentangPeraturanPelaksanaanUndang-

UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(LembaranNegara

RepublikIndonesiaTahun2015Nomor157,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor5717);

5.PeraturanMenteriDalam NegeriNomor82Tahun2015tentang

PengangkatandanPemberhentianKepalaDesa(BeritaNegara

RepublikIndonesiaTahun2016Nomor4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN MENTERIDALAM NEGERITENTANG PERUBAHAN

ATASPERATURANMENTERIDALAM NEGERINOMOR82TAHUN

2015TENTANG PENGANGKATANDANPEMBERHENTIANKEPALA

DESA.

PasalI

Beberapaketentuandalam PeraturanMenteriDalam NegeriNomor

82Tahun2015tentangPengangkatandanPemberhentianKepala

Desa(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2016Nomor4),

diubahsebagaiberikut:

Pasal1

1.KetentuanPasal1diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

1.Desaadalahdesadandesaadatatauyangdisebutdengan

nama lain,selanjutnya disebutDesa,adalah kesatuan

masyarakathukum yang memilikibatas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkanprakarsamasyarakat,hakasalusul,dan/atau

haktradisionalyangdiakuidandihormatidalam sistem

pemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia.
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2.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahandankepentinganmasyarakatsetempatdalam

sistempemerintahanNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

3.PemerintahDesaadalahKepalaDesaatauyangdisebut

dengannamalaindibantuperangkatDesasebagaiunsur

penyelenggaraPemerintahanDesa.

4.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan

melaksanakantugasdariPemerintahdanPemerintahDaerah.

5.PerangkatDesaadalahunsurstafyangmembantuKepala

Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasiyang

diwadahidalamSekretariatDesa,danunsurpendukungtugas

KepalaDesadalam pelaksanaankebijakanyangdiwadahi

dalambentukPelaksanaTeknisdanUnsurKewilayahan.

6.AnggaranPendapatandanBelanjaDesa,yangselanjutnya

disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan

PemerintahanDesa.

7.CalonKepalaDesaTerpilihadalahcalonKepalaDesayang

memperolehsuaraterbanyakdalamPemilihanKepalaDesa.

8.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang

diucapkandalam sidangpengadilanterbuka,yangdapat

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas darisegala

tuntutanhukum.

9.Tersangkaadalahseorangyangkarenaperbuatannyaatau

keadaannya berdasarkan buktipermulaan patutdiduga

sebagaipelakutindakpidana.

10.Terdakwaadalahseorangtersangkayangdituntut,diperiksa

dandiadilidipengadilan.

11.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan

putusanpengadilanyangtelahmemperolehkekuatanhukum

tetap.

12.Hariadalahharikerja.

2.DiantaraPasal4danPasal5disisipkan2(dua)PasalyakniPasal

4AdanPasal4Bsehinggaberbunyisebagaiberikut:
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Pasal4A

(1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia,

berhalangantetapataumengundurkandiridenganalasan

yangdapatdibenarkansebelum pelantikan,calonterpilih

dinyatakangugurdanbupati/walikotamengangkatpegawai

negerisipildariPemerintahDaerahkabupaten/kotasebagai

PenjabatKepalaDesa.

(2) PenjabatKepalaDesasebagaimanadimaksudpadaayat(1)

melaksanakantugasdanwewenangKepalaDesasampai

dengandilantiknyaKepalaDesahasilpemilihanlangsung

secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal4B

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai

tersangkadandiancamdenganpidanapenjarapalingsingkat

5 (lima)tahun sebelum pelantikan,calon terpilih tetap

dilantiksebagaiKepalaDesa.

(2)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai

tersangkadalam tindakpidanakorupsi,terorisme,makar

dan/atautindakpidanaterhadapkeamanannegarasebelum

pelantikan,calonterpilihtetapdilantikmenjadiKepalaDesa

dan pada kesempatan pertama bupati/wali kota

memberhentikan sementara yang bersangkutan dari

jabatannyasebagaiKepalaDesa.

(3)CalonKepalaDesaterpilihyangditetapkansebagaiterdakwa

dandiancam denganpidanapenjarapalingsingkat5(lima)

tahunberdasarkanregisterperkaradipengadilansebelum

pelantikan,calonterpilihtetapdilantikmenjadiKepalaDesa

dan pada kesempatan pertama Bupati/Wali Kota

memberhentikan sementara yang bersangkutan dari

jabatannyasebagaiKepalaDesa.

(4)CalonkepalaDesaterpilihyangditetapkansebagaiterpidana

dandiancam denganpidanapenjarapalingsingkat5(lima)

tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyaikekuatanhukumtetapsebelumpelantikan,calon

terpilih tetap dilantik menjadiKepala Desa dan pada
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kesempatanpertamaBupati/WaliKotamemberentikanyang

bersangkutandarijabatannyasebagaiKepalaDesadan

mengangkatPNSdariPemerintahDaerahKabupaten/Kota

sebagaiPenjabatKepalaDesa.

(5)CalonkepalaDesaterpilihsebagaimanadimaksudpadaayat

(1)sampaidenganayat(4)yangtidakhadirpadasaat

pelantikandiangggapmengundurkandirikecualidengan

alasanyangdapatdibenarkan.

(6)Pelaksanaanketentuankesempatanpertamasebagaimana

dimaksudpadaayat(2),ayat(3)danayat(4),palinglambat

14(empatbelas)hariterhitungsejaktanggalpelantikan.

(7)PenjabatkepalaDesasebagaimanadimaksudpadaayat(4)

melaksanakantugasdanwewenangKepalaDesasampai

dengandilantiknyaKepalaDesahasilpemilihankepalaantar

waktumelaluimusyawarahDesa.

3.DiantaraPasal6danPasal7disisipkan1(satu)Pasalyakni

Pasal6Ayangberbunyisebagaiberikut:

Pasal6A

(1)PegawaiNegeriSipilyangterpilihdandiangkatmenjadi

kepalaDesa,yangbersangkutandibebaskansementaradari

jabatannyaselamamenjadikepalaDesatanpakehilangan

haknyasebagaiPegawaiNegeriSipil.

(2)PegawaiNegeriSipilyangterpilihdandiangkatmenjadi

kepalaDesasebagaimanadimaksudpadaayat(1)berhak

menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil,

mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan

lainnyayangsahyangbersumberdariAnggaranPendapatan

danBelanjaDesa.

4.Ketentuanayat(2)hurufbdanhurufgPasal8diubah,sehingga

berbunyisebagaiberikut:

Pasal8

(1)KepalaDesaberhentikarena:

a.meninggaldunia;
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b.permintaansendiri;atau

c.diberhentikan.

(2)KepalaDesadiberhentikansebagaimanadimaksud pada

ayat(1)hurufckarena:

a. berakhirmasajabatannya;

b. tidakdapatmelaksanakantugassecaraberkelanjutan

atauberhalangantetapsecaraberturut-turutselama6

(enam) bulan karena menderita sakit yang

mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak

berfungsisecaranormalyangdibuktikandengansurat

keterangan dokteryang berwenang dan/atau tidak

diketahuikeberadaannya;

c. tidaklagimemenuhisyaratsebagaikepalaDesa;

d. melanggarlarangansebagaikepalaDesa;

e. adanya perubahan status Desa menjadikelurahan,

penggabungan2(dua)Desaataulebihmenjadi1(satu)

Desabaru,ataupenghapusanDesa;

f. tidakmelaksanakankewajibansebagaikepalaDesa;

dan/atau

g. dinyatakansebagaiterpidanayangdiancam dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

berdasarkanputusanpengadilanyangtelahmempunyai

kekuatanhukumtetap.

(3)ApabilakepalaDesaberhentisebagaimanadimaksudpada

ayat(1),BadanPermusyawaratanDesamelaporkankepada

bupati/walikotamelaluicamatatausebutanlain.

(4)LaporanpimpinanBadanPermusyawaratanDesakepada

bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat(3)

memuatmaterikasusyangdialamiolehkepalaDesayang

bersangkutan.

(5)Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat(4)bupati/walikota

melakukankajianuntukprosesselanjutnya.

5.KetentuanPasal12diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
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Pasal12

ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan

pemberhentiankepalaDesaditetapkandalamPeraturanBupati/

WaliKotapalinglambat1(satu)tahunterhitungsejakPeraturan

Menteriinidiundangkan.

PasalII

PeraturanMenteriinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan

PeraturanMenteriinidenganpenempatannyadalam BeritaNegara

RepublikIndonesia.

DitetapkandiJakarta

padatanggal2Agustus2017

MENTERIDALAMNEGERI

REPUBLIKINDONESIA,

ttd

TJAHJOKUMOLO

DiundangkandiJakarta

padatanggal

DIREKTURJENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIANHUKUMDANHAKASASIMANUSIA

REPUBLIKINDONESIA,

WIDODOEKATJAHJANA
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BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN NOMOR


